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PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 78 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

Menirhbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan dan Pasal 4 ayat (5) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual
pada Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk

menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar yang
diatur dengan Peraturan Walikota ;

W

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286) ; '

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355) ;

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400) ;

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

/




10.

11.
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Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor  5587) sebagiamana telah
dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578); .
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);
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Menetapkan
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Peraturan Pemerintah' Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ; '
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN SISTEM

AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Blitar

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KotaBlitar.
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan KotaBlitar
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
Kota Blitar

Walikota adalah Walikota Blitar.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

/

pengawasan keuangan Daerah.
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Akuntansi adalah proses pencatai:ah, - pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian
keuangan, penginterpretasian atas hasilhya, serta
penyajian laporan.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah
prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan
pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan
rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan
pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu
masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut
SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Sistem Akuntansi PemerintahanDaerah (SAPD) adalah
serangkaian prosedur dan teknik akutansi dalam
melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal,
posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo
serta penyajian laporan keuangan.

Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi
tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum
Daerah yang selanjutnya disingkat BUD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan BUD wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

/
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15. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/penggunan
barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kota Blitar.
_ BAB II :
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

Sistem akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari :
a. Sistem Akuntansi SKPD;

b. Sistem Akuntansi PPKD; dan

c. BAS.

Pasal 3

(1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a yang dimaksud dengan Sistem Akutansi
SKPD didalamnya mencakup teknik pencatatan,
pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO,
beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas,
penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan
keuangan SKPD.

(2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan
dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban,
pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset,
kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan
laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan
keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah.

(3) Sistem akutansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 4

(1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ sebagai
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan
kodefikasi yang mencakup akun-akun yang
menggambarkan struktur laporan keuangan secara
lengkap.

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level

/

1 (satu) sampai dengan level 5 (lima), meliputi :
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level 1 (satu) menunjukkan kode akun;

o 0

level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;

level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;

o o

."level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam
pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian
pada buku besar dan pengikhtisaran pada neraca saldo
serta penyajian pada laporan keuangan.

(4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

BAB I
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5
(1) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mulai tahun 2015.
(2) Penyusunan laporan keuangan tahun 2014 mengacu
kepada kebijakan akuntansi sebelumnya yang berlaku
pada pemerintah daerah.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Desember 20 14
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

/




Diundangkan di Blitar
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Ttd.

Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Juari




LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

. NOMOR : 78 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 DESEMBER 2014

BAB 1
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM
1. Definisi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
yangtertuang dalam kebijakan akutansi Pemerintah Kota Blitar
dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-O dan Pendapatan-
LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar
ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai

berikut:
T SMPOR T JENIS PENDAPATAN

{ Pendapatan Asli Daerah { Pajak Daerah ’
i Retribusi Daerah
_Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
* yang Dipisahkan

: Lain-lain PAD yang Sah !

. Pendapatan Dana . BagiHasil/DAU/DAK/Pendapatan

* Perimbangan /Pendapatan " Transfer Pemerintah Pusat

Transfer { Pendapatan Transfer Pemerintah !

Lainnya

i Daerah Lainnya

Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar 1




Bab VI | Penjelasan atas infonnasi‘—infdrmasi nonkeuangan pemerintah

daerah

Bab VII | Penutup

WALI KOTA BLITAR
Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Juari

Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar
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LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR :78 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 DESEMBER 2014

BAGAN AKUN STANDAR
ASET

ASET LANCAR

101 Kas di Kas Daerah

1 01 01 Kas di Kas Daerah

102 Kas di Bendahara Penerimaan

1 02 01 Kas di Bendahara Penerimaan

103 Kas di Bendahara Pengeluaran

1 03 01 Kas di Bendahara Pengeluaran

104 Kas di BLUD

1 04 01 Kas di BLUD

105

105 01

106
106 01

106 02 DSt .ceninininneiennannss

2 Investasi Jangka Pendek
2 01 Investasi dalam Saham
201 01

2 01 02

2 02
2 02 01




¢

9 3 301 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9 3 301 01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9 3 301 02
O 3 301 03Dst ceevininiiiiienininnnnes
9 4 BEBAN LUAR BIASA
9 41 Beban Luar Biasa
9 4 101 Beban Luar Biasa
)
- 9 4 101 01 Beban Bencana Alam
9 4 101 02Beban Luar Biasa Lainnya
"9 4 101 03DSt.cciinvinincnienans
WALIKOTA BLITAR
ttd.
\ MUH. SAMANHUDI ANWAR
|
| Salinan sesuai dengan aslinya
: SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
)

Kepala Bagian Hukum

Juari
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